
Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput
dalam Implementasi UU TPKS 

Jepara, 25 November 2022
Aksi Kolektif INKLUSI Institut KAPAL Perempuan

Misiyah Misi 



MENGAPA PENTING?
“KITA MEMILIKI TANGGUNG JAWAB DAN RESIKO”

PARTISIPASI MASYARAKAT 
DAN KELUARGA

Pasal 85

Setiap orang yang dengan sengaja
mencegah, merintangi, atau
menggagalkan secara langsung atau
tidak langsung penyidikan, 
penuntutan, dan/ atau pemeriksaan
di sidang pengadilan terhadap
tersangka, terdakwa, atau Saksi
dalam perkara Tindak Pidana
Kekerasan Seksual, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun. 

Pasal 19 



YANG DIMAKSUD DENGAN MASYARAKAT
DAN PENYEDIA LAYANAN BERBASIS MASYARAKAT

Masyarakat adalah
perseorangan, keluarga, 
kelompok organisasi
sosial, dan/ atau organisasi
kemasyarakatan, termasuk
lembaga penyedia layanan
berbasis masyarakat.

KETENTUAN UMUM no.9

Lembaga Penyedia Layanan Berbasis
Masyarakat adalah lembaga masyarakat
berbadan hukum yang memberikan
pelayanan untuk Korban, Keluarga Korban, 
dan/ atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.

KETENTUAN UMUM no.12



Pasal 2 
Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas: 

a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 
b. Non-diskriminasi; 
c. Kepentingan terbaik bagi Korban; 
d. Keadilan; 
e. Kemanfaatan; dan
f. Kepastian hukum.

Pasal 3 
Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk: 

a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual; 
b. Menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; 
c. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; lingkungan tanpa

kekerasan seksual; dan
d. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

LANDASAN DALAM BERPARTISIPASI



(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan, 
pendampingan, pemulihan, dan pemantauan terhadap
Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

(2) Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan: 
a. membudayakan literasi tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual kepada semua lapisan usia Masyarakat untuk
mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan (Seksual
dan tidak menjadi Korban atau pelaku; 

b. menyosialisasikan peraturan perundangundangan yang 
mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan

c. menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah
terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN 
Pasal 85

Pencegahan adalah

segala tindakan atau

usaha yang dilakukan

untuk menghilangkan

berbagai faktor yang 

menyebabkan

terjadinya Tindak

Pidana Kekerasan

Seksual dan

keberulangan Tindak

Pidana Kekerasan

Seksual. Ketentuan

Umum no.15. 



(3) Partisipasi Masyarakat dalam Pemulihan Korban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan: 

a. Memberikan informasi adanya kejadian Tindak
Pidana Kekerasan Seksual kepada aparat penegak
hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga
nonpemerintah; 

b. Memantau penyelenggaraan Pencegahan dan
Pemulihan Korban; 

c. Memberikan dukungan untuk penyelenggaraan
Pemulihan Korban; 

d. Memberikan pertolongan darurat kepada Korban; 
e. Membantu pengajuan Pelindungan; dan penetapan
f. Berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemulihan

Korban.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 
PEMULIHAN KORBAN 

Pasal 85



BAB VII PENCEGAHAN, 
KOORDINASI, DAN 

PEMANTAUAN
Pasal 83 ayat 4

PARTISIPASI MASYARAKAT 
DALAM PEMANTAUAN 

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Menteri, komisi yang menangani
kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia,
perlindungan anak, dan disabilitas serta
dilaksanakan oleh Masyarakat.



Partisipasi Keluarga dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
diwujudkan dengan: 
a. Menguatkan edukasi dalam Keluarga, baik aspek moral, etika, agama, 

maupun budaya; 
b. Membangun komunikasi yang berkualitas antaranggota Keluarga; 
c. Membangun ikatan emosional antaranggota Keluarga; d. menguatkan

peran ayah, ibu, dan seluruh anggota Keluarga sehingga terbangun
karakter pelindung; 

d. Menjaga dan mencegah anggota Keluarga dari pengaruh pornografi
dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi; dan

e. Menjaga anggota Keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan
pergaulan bebas.

PARTISIPASI KELUARGA DALAM PENCEGAHAN
Pasal 86



MANDAT UU TPKS KHUSUS 
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

§ Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami
keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka
waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat
mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh
dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak
(Ketentuan Umum no.8)

§ Pasal 27 (1) Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas dapat
didampingi oleh orang tua, wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan,
dan/ atau Pendamping.

§ Bagian Kedua Hak Korban Pasal 66
(1) Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan

sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
(2) Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas

dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.



PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI KEPEMIMPINAN 
PEREMPUAN AKAR RUMPUT

• Kepemimpinan Perempuan
membutuhkan kolaborasi
berbagai pemangku kepentingan
dan KUPI sangat strategis

• Kepemimpinan Perempuan 
bukan terjadi secara alamiah, 
namun diupayakan dengan
membangun kesadaran kritis, 
komitmen dan keberanian



Di pulau terpencil di Pangkajene
dan Kepulauan, Sulsel. Ibu
Indotang, perempuan penyintas
KDRT, kepala keluarga, lulus SD, 
sehari-hari sebagai pedagang
sayur. Sambil mendorong gerobak
sayurnya, berkeliling kampanye
untuk menghentikan perkawinan
anak dan juga penghapusan
kekerasan pada perempuan. Ia
juga berhasil mencegah keluarga
besarnya melakukan perkawinan
anak

BANYAK HAL YANG DAPAT 
KITA LAKUKAN



INSPIRASI





WASPADA, SIAGA DAN BERGERAK

STOP
9 JENIS TINDAK PIDANA 
KEKERASAN SEKSUAL!



www.kapalperempuan.org office@kapalperempuan.org @KAPAL_Perempuan 

INSTITUT KAPAL Perempuan @kapalperempuan Kapal Perempuan TV

INKLUSI-Institut KAPAL Perempuan
Saat ini bekerjasama dengan organisasi di 9 provinsi : PEKA PM, LPSDM, YKPM, Bali Sruti, KPS2K, 

PBT, LBH PA Morotai, BAKUMDIK, dan Kartini Manakara

Terima kasih

http://www.kapalperempuan.org/

